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PUTUSAN
Nomor 1210/Pdt.G/2019/PA.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara cerai talak antara :
PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

XXXXXXXX XX XX XXXXX XXXXXXX XXXXX, tempat kediaman di
KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Xxxxxx
XXXXX XXXXXX, tempat kediaman semula di XXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXX XX XXXXX XXXX  XXXXXXX, XXXX  XXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXK,  XXXXXXXXX  XXXXXX XXXXXX, saat ini tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib) di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober
2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor
1210/Pdt.G/2019/PA.Sel mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah
yang menikah pada tanggal 01 Februari 2016 bertempat di KABUPATEN
LOMBOK TIMUR sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
046/03/11/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX tertanggal 01 Februari 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon kumpul di
KABUPATEN LOMBOK TIMUR dimana Pemohon dengan Termohon telah
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hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang
anak bernama: Ani Shofia, perempuan umur 1 tahun (ikut saudara
Termohon)
3. Bahwa sejak awal Bulan juli 2016 rumah tangga Pemohon
dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan:
a. Termohon memiliki watak yang keras dan Jarang mendengarkan
nasehat Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai
sebagai suami oleh Termohon;
b. Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga
Pemohon dengan Termohon dengan baik;
c. Termohon malas mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehingga
Pemohon merasa kecewa terhadap Termohon;
d. Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang
tua Pemohon;
e. Termohon sering meminta berpisah dengan Pemohon setiap kali
terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan
Termohon;
4, Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah
tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan Juli 2019,
karena sejak saat itu Termohon telah meninggalkan Pemohon pergi ke
Malaysia dan saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas sampai
dengan sekarang selama 3 bulan dan selama itu Termohon tidak pernah
pulang, tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib);
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati
agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan
tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga
tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya
agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan
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norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon
untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan
Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon
atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin
hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum
untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksan perkara ini Pemohon
bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir
menghadap dipersidangan. Sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak
menyuruh  kuasanya untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor
1210/Pdt.G/2019/PA.Sel tertanggal 11 Oktober 2019 dan tanggal 20 November
2019 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan cara
mengumumkan di Radio Hamzanwadi Selong (RHN), dan ketidakhadiran
Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon supaya rukun
kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga dengan baik, akan
tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan
membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak
mengajukan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir menghadap
dipersidangan sampai perkara ini diputus;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor
5203131701910001 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXX, tanggal 10-03-2016, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1)

serta diparaf;
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2. Fotokopi kutipan kutipan akta nikah, No. 046/03/11/2016, yang aslinya
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXX  XXXxX, tanggal 01-02-2016 telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2)
serta diparaf;
3. Asli  surat keterangan ghoib, atas nama Tergugat, No.
470/835/DSB/X/2019, yang dikeluarkan oleh an Kepala XXXX XXXXX XXXXX,
kecamatan suralaga, XXXXXXXXX XXXXXX XXxXX, tanggal 04-10-2019, telah
bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.3) serta diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan

saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX,
bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak juli 2016 mulai tidak
tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus;

- Bahwa penyebabnya adalah Termohon memeimliki watak yang
keras dan jarang mendengarkan nasihat pemohon, Termohon
tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga, Termohon malas
mengerjakan pekerjaan rumah tangga, Termohon tidak dapat
menjalin  hubungan baik dengan orang tua pemohon, dan
termohon sering meminta berpisah dengan pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak juli
2019 dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Termohon tidak pernah pulang selama
kepergiannya;

- Bahwa saksi tahu Termohon tidak pernah mengirim kabar berita
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tentang keadaannya;

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati
Pemohon agar mau menunggu kedatangan Termohon akan tetapi
tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat
tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak juli 2016 mulai tidak
tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon memeimliki watak yang
keras dan jarang mendengarkan nasihat pemohon, Termohon
tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga, Termohon malas
mengerjakan pekerjaan rumah tangga, Termohon tidak dapat
menjalin hubungan baik dengan orang tua pemohon, dan
termohon sering meminta berpisah dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak juli
2019 dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak pernah pulang selama
kepergiannya;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak pernah mengirim kabar berita
tentang keadaannya;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati
Pemohon agar mau menunggu kedatangan Termohon akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan

bukti-bukti lagi;
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Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya
tetap pada dalil permohonannya untuk mengucapkan ikrar talak terhadap
Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada
hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang
tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon adalah
menganai bidang perkawinan berkenaan dengan percaraian yang menjadi
kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang No. 50
Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon
telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon yang sekarang
tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan cara dan
tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 139 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil’/kuasanya yang sah
dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis, dan
ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum.
Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan
Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan
dengan cara menasehati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon
kembali rukun dengan Termohon dan kumpul kembali dengan baik dalam satu
rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo.
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Pasal 154 R.Bg. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa fotokopi kartu tanda
penduduk atas nama Pemohon dan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah
dan bukti P.3 berupa asli surat keterangan Termohon tidak diketahui alamatnya
(ghoib) serta 2 orang saksi. Surat dan saksi mana menurut Majelis Hakim telah
memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat
dipertimbangkan dalam putusan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308,
309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti Pemohon
bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh
karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama
Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang No. 7 Tahun 1989
jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Pemohon dan
Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon
dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing)
sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti semula
Termohon bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, SAAT INI
TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA DENGAN JELAS DAN PASTI (GHAIB),, dan
sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti (ghoib) oleh karenanya
Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 1 Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup
alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan alasan
permohonan sebagaimana diuraikan diatas, dan dari keterangan saksi-saksi
Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :
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1. Bahwa sejak Juli 2016 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan
Termohon mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

2. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan
madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan
keutuhan rumah tangga, yang akhirnya pada juli 2019 mencapai
puncaknya

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon
dan Termohon agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil,
dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati
Pemohon tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan
lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang
No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan
lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah
mawddah warrahmah. Dengan adanya fakta-fakta di atas terutama sikap
Pemohon yang sudah bersikeras untuk menceraikan Termohon telah
menunjukkan ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah pecah
sehingga tujuan perkawinan tersebut telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan antara suami isri
yang ikatan batinnya sudah pecah dan tidak mencapai tujuannya dapat
menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri,
sedang dalam ajaran agama islam menghindari mafsadat lebih didahulukan
dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk
bercerai dari Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan
dengan dalil syar'i:

- Surah Al-Baqgarah ayat 227

oals grow alll ol GMall lgo s olg
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Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat “,
- kaidah Fighiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

boodl Ll (sle pr0 dwlall s )
Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik
kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah
mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada
Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang
Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2, Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan
sidang Pengadilan Agama Selong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).
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Demikian Putusan ini dijatunkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020
Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami
ABUBAKAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI, S.H.I.,
M.H. dan APIT FARID, S.H.l. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan
oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Kamaliah, SH. sebagai panitera

pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.l., M.H. ABUBAKAR, S.H.

APIT FARID, S.H.l.
Panitera Pengganti,

Hj. Kamaliah, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp  195.000,00

- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp  311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)
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